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ABSTRAK 

 

 

Pada dasarnya Penulisan Hukum ini membahas kedudukan hukum dari 

Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi, 

yakni suatu perjanjian yang memiliki konstruksi hukum menyerupai lembaga 

jaminan dalam kegiatan pemberian kredit perbankan, berdasarkan Hukum 

Jaminan di Indonesia. Dalam upaya menganalisa hal tersebut, dibahas mengenai 

hakekat Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa 

Konstruksi. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Hukum Jaminan di Indonesia 

dalam Penulisan Hukum ini melingkupi Hukum Jaminan Gadai, Fidusia dan 

Jaminan Perorangan, mengingat objek jaminan dari perjanjian Pengalihan 

Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi adalah benda 

bergerak tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang akan ada. Kemudian 

juga dibahas mengenai akibat hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya, 

yakni hak dan kewajiban apa yang timbul bagi para pihak dan upaya hukum apa 

yang dapat dilakukan para pihak terkait dengan kegagalan proses eksekusi dari 

objek jaminannya. 

Kata Kunci: Cessie, Jaminan, Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari 

Kontrak Jasa Konstruksi 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, pelaku usaha membutuhkan 

modal, dan bentuk modal yang paling umum adalah uang. Dengan 

memiliki uang, tentu pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh 

berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan bisnisnya1. Akan tetapi, tidak setiap pelaku usaha 

memiliki kemampuan untuk memperoleh sejumlah modal yang ia 

butuhkan. Ketidakmampuan itu tentunya dapat berimplikasi pada 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku 

usaha, dimana kegiatan tersebut kemungkinan besar akan tertunda atau 

tidak dapat berjalan sama sekali sehingga akan menimbulkan kerugian 

bagi pelaku usaha. Oleh karenanya, pelaku usaha membutuhkan sumber 

perolehan modal. 

Lembaga keuangan sebagai perusahaan yang kegiatan utamanya adalah 

meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka2 dapat menjadi 

alternatif bagi para pelaku usaha untuk memperoleh modal. Dalam hal ini, 

salah satu lembaga keuangan yang dimaksud adalah bank (baik itu bank 

umum maupun bank tabungan).3 Kegiatan pinjam-meminjam uang oleh 

bank disebut sebagai kredit.4 Pemberian kredit membuka kesempatan bagi 

masyarakat untuk memperoleh modal melalui persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam dengan bank, dimana masyarakat 

                                                             
1 Sadono Sukirno, Makroenokomi Teori Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 

268. 
2 Id., hlm. 273. 
3 Supra Note 1, hlm. 273-274. 
4 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 

2012, hlm. 73. 
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diwajibkan untuk melunasi sejumlah uang yang ia pinjam (utang), setelah 

jangka waktu tertentu, disertai bunga. Hal ini sejalan dengan pengertian 

“kredit” yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”) 

sebagai berikut: 

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.  

Usaha pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tidak berjalan tanpa 

risiko. Salah satu risiko tersebut adalah kemacetan pembayaran kredit oleh 

debitor.5 Apabila risiko ini terjadi maka bank akan mengalami kerugian 

yang diakibatkan oleh tidak diperolehnya pelunasan utang dan pendapatan 

bunga. Lebih lanjut, kerugian ini juga dapat mempengaruhi tingkat 

kesehatan bank dan kelanjutan usaha bank.6 Sehubungan dengan itu maka 

bank perlu melakukan pengamanan terhadap kredit yang diberikan, baik 

kredit dalam nilai yang kecil maupun besar, untuk menangkal resiko 

tersebut.  

Secara umum, pengamanan kredit dapat dilakukan melalui tahap analisis 

kredit dan penerapan hukum yang berlaku, yaitu hukum yang berkenaan 

dengan pemberian kredit dan jaminan kredit. Secara khusus, pengamanan 

kredit dilakukan dengan penyediaan jaminan kredit. Jaminan kredit 

merupakan sebutan atas jaminan utang dalam kegiatan perbankan yang 

ditujukan untuk memberikan keyakinan bagi pihak bank bahwa debitor 

                                                             
5 H. Moch. Isnaeni, Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan, Yogyakarta: 

Lakbang PRESSindo, 2016, hlm.168. 
6 Supra Note 4, hlm. 103. 
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akan melunasi hutang-hutangnya7. Terhadap jaminan kredit selaku 

jaminan utang juga berlaku peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan jaminan utang (selanjutnya disebut sebagai “Hukum Jaminan”), 

salah satunya yakni Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut “KUHPerdata”). Pasal tersebut menyatakan bahwa 

yang dimaksud sebagai jaminan adalah “segala kebendaan si berutang, 

baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada 

maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk 

segala perikatan perseorangan”. Dengan demikian, pada dasarnya segala 

benda milik debitor dalam perjanjian kredit menjadi objek jaminan kredit 

dan terhadapnya dilakukan prosedur pembebanan jaminan sesuai dengan 

Hukum Jaminan yang berlaku. 

Selain jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang (Pasal 1131 dan 

Pasal 1132 KUHPerdata), pemberian jaminan juga dapat dilakukan 

melalui perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tersebut dibagi menjadi 2 

(dua) kelompok, yaitu perjanjian jaminan kebendaan dan perjanjian 

jaminan perorangan8. Secara singkat dapat dipahami bahwa perjanjian 

jaminan kebendaan memberikan hak kepada pihak kreditor untuk 

menerima pelunasan utang dari benda yang dijadikan objek perjanjian 

jaminan, sedangkan perjanjian jaminan perorangan memberikan hak 

kepada pihak kreditor untuk memperoleh pelunasan utang dari pihak yang 

menjanjikan bahwa dirinya akan memenuhi kewajiban pihak debitor untuk 

membayar utangnya. Jaminan kebendaan yang dikenal dalam Hukum 

Jaminan di Indonesia meliputi diantaranya, Gadai, Hipotek, dan 

berdasarkan perkembangan hukum Indonesia juga terdapat Jaminan Hak 

Tanggungan ataupun Fidusia9, sedangkan jaminan perorangan meliputi 

Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) yang diatur dalam Pasal 1820 

KUHPerdata, Perjanjian Garansi dalam Pasal 1316 KUHPerdata, dan 
                                                             
7 Supra Note 4, hlm. 102. 
8 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, 

Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015, hlm. 24 
9 Supra Note 5. 
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Perjanjian Tanggung-menanggung/ tanggung renteng yang diatur dalam 

Pasal 1278 KUHPerdata10.  

Dewasa ini dalam praktik pemberian kredit perbankan, dikenal suatu 

perjanjian jaminan bernama Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang 

Timbul Dari Kontrak Jasa Konstruksi. Secara sederhana, dalam 

perjanjian itu pihak debitor dalam perjanjian kredit perbankan menyatakan 

bahwa ia menjaminkan haknya yang timbul dari kontrak jasa konstruksi 

antara dirinya dengan pihak ketiga (Kontraktor) sebagai jaminan atas 

kredit yang diterimanya. Artinya, apabila debitor gagal atau lalai dalam 

melakukan kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada pihak bank, 

maka hak debitor yang timbul dari kontrak jasa konstruksi dengan pihak 

ketiga tersebut akan beralih kepada pihak bank. Hak debitor yang 

dimaksud dapat berupa hak untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga 

ataupun menerima sesuatu dari pihak ketiga. 

 

Perjanjian jaminan yang demikian menimbulkan beberapa pertanyaan. 

Pertama apakah hak yang timbul dari suatu perjanjian, khususnya kontrak 

jasa konstruksi, dapat dijadikan sebagai objek jaminan, kedua apakah 

perjanjian jaminan ini termasuk sebagai lembaga jaminan kebendaan atau 

jaminan perorangan berdasarkan Hukum Jaminan di Indonesia, mengingat 

konstruksinya yang pada satu sisi memberikan hak atas suatu benda 

tertentu yakni hak yang timbul dari suatu kontrak, namun di sisi lain juga 

memiliki konstruksi serupa dengan perjanjian jaminan perorangan dimana 

seolah-olah akan ada pihak ketiga yang melakukan pembayaran terhadap 

utang debitor kepada bank. Permasalahan ketiga adalah bagaimana akibat 

hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Pengalihan Bersyarat Atas Hak 

Yang Timbul Dari Kontrak Jasa Konstruksi apabila ternyata perjanjian 

tersebut tidak termasuk sebagai perjanjian jaminan kebendaan ataupun 

perjanjian perorangan berdasarkan Hukum Jaminan di Indonesia, karena 

                                                             
10 Supra Note 8, hlm. 46-47. 
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Hukum Jaminan di Indonesia menganut sistem hukum tertutup yang 

berarti tidak dapat diadakan lembaga jaminan selain daripada yang telah 

diatur di dalamnya. Urgensi untuk menjawab pertanyaan bagaimana 

kedudukan perjanjian Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul Dari 

Kontrak Jasa Konstruksi sebagai lembaga jaminan dalam Hukum Jaminan 

di Indonesia tentunya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para 

pihak yang terikat di dalamnya dan menghindarkan para pihak dari 

tindakan sewenang-wenang dari pihak lain. Apabila ternyata perjanjian 

Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul Dari Kontrak Jasa 

Konstruksi ternyata tidak termasuk sebagai lembaga jaminan kebendaan 

maupun jaminan perorangan berdasarkan hukum jaminan dan bahkan 

tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian yang bersifat jaminan maka akan 

menimbulkan permasalahan terutama pada saat pihak kreditor akan 

mengeksekusi jaminan berupa hak yang timbul dari kontrak jasa 

konstruksi. 

 

Mengenai pertanyaan pertama, Penulis akan mencoba untuk menjabarkan 

secara sederhana bagaimana kedudukan suatu hak yang timbul dari suatu 

perjanjian sebagai objek jaminan dan lembaga jaminan apa yang dapat 

digunakan dalam proses pembebanan jaminan terhadapnya. Hak yang 

timbul dari suatu kontrak merupakan suatu hak yang dapat dibebankan 

oleh hak milik karena hak tersebut dapat dinikmati atau dialihkan11 baik 

melalui Cessie, novasi ataupun subrogasi. Berkenaan dengan hal tersebut, 

Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap barang dan hak yang 

dapat dikuasai oleh hak milik termasuk sebagai benda12. Lebih lanjut, 

Pasal 511 KUHPerdata menyatakan bahwa hal-hal yang harus dianggap 

sebagai benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang salah 

satunya adalah: 

                                                             
11 Supra Note 8, hlm. 14. 
12 Supra Note 8, hlm. 4. 
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“perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-

jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda 

bergerak.” 

 

Dengan demikian hak yang timbul dari kontrak jasa konstruksi termasuk 

sebagai benda bergerak tidak berwujud, dan oleh karena itu, hak yang 

timbul dari kontrak jasa konstruksi dapat dijadikan objek jaminan. 

 

Kemudian, jika ditelaah lebih lanjut, salah satu hak yang dapat diterima 

dari kontrak jasa konstruksi adalah hak untuk menerima bangunan yang 

menjadi objek dalam kontrak jasa konstruksi. Bangunan tersebut sebagai 

sebagai benda tidak bergerak yang akan ada dapat dijadikan sebagai hak 

milik sehingga dikaitkan dengan Pasal 499 KUHPerdata, maka dapat 

dijadikan sebagai objek jaminan. 

 

Selanjutnya, mengenai pertanyaan kedua dan ketiga itulah yang akan 

menjadi objek kajian dalam Penelitian Hukum ini, yaitu permasalahan 

mengenai kedudukan hukum Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul 

Dari Kontrak Jasa Konstruksi, apakah ia termasuk sebagai perjanjian 

jaminan kebendaan atau perjanjian jaminan perorangan yang diatur dalam 

Hukum Jaminan di Indonesia atau bahkan tidak termasuk ke dalam kedua 

perjanjian jaminan tersebut. Kemudian bagaimana akibat hukum, yakni 

hak dan kewajiban yang timbul bagi para pihak yang terikat di dalamnya 

serta upaya hukum yang dapat diajukan berkenaan dengan eksekusi 

berkaitan dengan kedudukan Pengalihan Bersyarat Atas Hak Yang Timbul 

Dari Kontrak Jasa Konstruksi sebagai lembaga jaminan berdasarkan 

Hukum Jaminan di Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Hukum 

Jaminan Indonesia dalam Penelitian Hukum ini adalah Pasal 1150 sampai 

dengan Pasal 1160 KUHPerdata mengenai Gadai dan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta Peraturan 
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Perundang-undangan mengenai Jaminan Perorangan sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya. 

 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana Penulis sampaikan dalam 

paragraf di atas, maka Penulis berpendapat bahwa perlu untuk membuat 

penelitian hukum mengenai kedudukan Perjanjian Pengalihan Bersyarat 

Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi sebagai lembaga 

jaminan menurut Hukum Indonesia dengan judul “Analisis Yuridik 

terhadap Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak 

Jasa Konstruksi Sebagai Lembaga Jaminan Berdasarkan Hukum 

Jaminan di Indonesia”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, permasalahan 

yang diangkat oleh Penulis untuk diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini 

adalah :  

1) Bagaimana Kedudukan Pengalihan Bersyarat Atas Hak 

yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi berdasarkan 

Hukum Jaminan di Indonesia? 

2) Bagaimana Akibat Hukum dari perjanjian jaminan 

tersebut bagi para pihak yang terikat di dalamnya? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Secara umum, Penelitian Hukum ini bertujuan untuk memperluas 

pemahaman serta pengetahuan pembaca tentang kedudukan hukum dari 

Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi 

sebagai lembaga jaminan berdasarkan Hukum Jaminan di Indonesia. 

Apabila diuraikan lebih lanjut, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
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1) Menganalisa hakekat Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul 

dari Kontrak Jasa Konstruksi dan mencari tahu kedudukan 

hukumnya berdasarkan Hukum Jaminan di Indonesia. Dengan kata 

lain, Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa 

Konstruksi merupakan lembaga jaminan yang diatur oleh Hukum 

Jaminan di Indonesia, yaitu Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan, 

Fidusia, dan Resi Gudang, serta Perjanjian Penanggungan, 

Perjanjian Tanggung Renteng, dan Perjanjian Garansi, atau 

merupakan suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III 

KUHPerdata. 

2) Menganalisa apa saja akibat hukum bagi para pihak yang terikat 

dalam Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak 

Konstruksi, artinya mencari tahu apa saja hak dan kewajiban para 

pihak yang terikat dalam Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang 

Timbul dari Kontrak Konstruksi baik sebagai lembaga jaminan 

maupun sebagai suatu perjanjian pada umumnya. 

 

1.4. Metode Penelitian 

Dalam menyelenggarakan penelitian hukum ini, Penulis memilih untuk 

menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode 

yang pendekatannya melalui penelitian kepustakaan.  

  

Penulis akan mengkaji suatu konstruksi hukum dalam tataran dunia 

praktis, yaitu Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak 

Jasa Konstruksi sebagai suatu lembaga jaminan dengan menggunakan 

pisau analisis berupa peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai 

lembaga jaminan, serta literatur-literatur yang berkaitan dengannya. 

Penulis akan menggunakan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 

KUHPerdata mengenai Gadai dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
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Tentang Jaminan Fidusia13, serta Peraturan Perundang-undangan 

mengenai Jaminan Perorangan untuk mengkaji Pengalihan Bersyarat Atas 

Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi. 

 

Lebih lanjut, Penulis akan meneliti mengenai kedudukan Pengalihan 

Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi sebagai 

lembaga jaminan di Indonesia dengan cara menganalisa apakah 

karakteristik Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak 

Jasa Konstruksi sesuai dengan karakteristik lembaga jaminan yang telah 

disebutkan dalam paragraf di atas. Tentu saja hal tersebut dilakukan 

dengan mengacu pada peraturan perundangan mengenai lembaga jaminan 

yang berkaitan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan 

Pada bab ini akan Penulis akan menjabarkan latar belakang penelitian 

hukum ini, Identifikasi Masalah, dan Tujuan penelitian, Metode penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

 

 

                                                             
13 Alasan Penulis membatasi Hukum jaminan yang akan digunakan sebagai alat dalam penelitian 
hukum ini hanya mengenai Gadai, Fidusia, dan Jaminan Perorangan (tidak menggunakan 
peraturan perundang-undangan mengenai hipotek, Hak Tanggungan dan Resi Gudang) adalah 
sebagai berikut: 

1. Objek jaminan dalam Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa 
Konstruksi merupakan benda bergerak tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang 
akan ada yang, hal mana lembaga jaminan yang objeknya juga merupakan benda 
bergerak tidak berwujud berdasarkan UU Jaminan adalah Gadai dan Fidusia. 

2. Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi dilakukan oleh 
orang perorangan atau badan hukum maka terbuka kemungkinan bahwa Pengalihan 
Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi termasuk sebagai lembaga 
jaminan perorangan. 
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BAB II : Pengalihan Bersyarat Atas Hak Tagih yang Timbul 

dari Kontrak Jasa Konstruksi 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil tinjauan pustaka yang 

dilakukan Penulis mengenai pengertian dan contoh penerapan Pengalihan 

Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi, kemudian 

mengenai Cessie, Novasi dan Subrogasi sebagai suatu cara pengalihan 

hak. Selain itu Penulis juga akan menganalisa apakah Pengalihan 

Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi termasuk 

sebagai Novasi, Subrogasi atau Cessie. 

 

BAB III  : Hukum Jaminan di Indonesia 

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil tinjauan pustaka yang 

dilakukan Penulis mengenai sistem hukum dan asas-asas hukum jaminan 

di Indonesia, dan apa saja lembaga jaminan yang diatur oleh peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, beserta karakteristik masing-masing 

lembaga jaminan tersebut dan bagaimana proses pembebanan sampai 

dengan eksekusi dari masing-masing lembaga jaminan tersebut. Dalam 

bab ini juga akan dibahas mengenai lembaga hukum lainnya yang 

memiliki sifat memberikan jaminan. 

 

BAB IV : Analisis Yuridik terhadap Pengalihan Bersyarat Atas 

Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi 

Sebagai Lembaga Jaminan Berdasarkan Hukum 

Jaminan di Indonesia 

Pada bab ini, Penulis akan menganalisa apakah Pengalihan Bersyarat Atas 

Hak yang Timbul dari Kontrak Konstruksi dapat dikategorikan sebagai 

lembaga jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia dengan menggunakan hasil tinjauan pustaka yang sudah 
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dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian pada bab ini, Penulis 

juga akan memaparkan analisa mengenai kedudukan Pengalihan Bersyarat 

Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Konstruksi apakah ia merupakan 

suatu perikatan biasa atau lembaga jaminan berdasarkan hukum perikatan 

dan hukum jaminan yang terdapat dalam KUHPerdata dan UU Jaminan. 

Mengacu pada analisis tersebut, penulis juga akan menganalisa bagaimana 

risiko dan manfaat apa saja yang timbul bagi para pihak yang terikat dalam 

Pengalihan Bersyarat Atas Hak yang Timbul dari Kontrak Jasa Konstruksi. 

 

BAB V : Penutup 

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan atas penelitian hukum yang 

penulis lakukan sekaligus kesimpulan atas jawaban terhadap rumusan 

masalah yang ada, dan apabila memungkinkan, penulis juga akan 

menuliskan saran terkait permasalah dalam penelitian hukum ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




